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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81 TAHUN 2012 
TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN 
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam 
pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 
19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan 
sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah 
dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama 
dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu 
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan 
pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan 
perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle). Dalam Pasal 22 
diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan 
penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 
Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti 
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seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang 
timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses 
pada tempat pemrosesan akhir. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. 
Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade 
hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) 
dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan 
reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh 
karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah 
pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya 
alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara 
langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. 
Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan 
oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta 
didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran 
penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. 
Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan penting 
guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, 
menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan 
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan 
menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas.  
Pasal 5 
 Cukup jelas.  
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Pasal 6 
Cukup jelas.  

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9  

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” 
adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang 
dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk 
dan/atau kemasan produk sampai dengan saat 
berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan 
produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan 
sampah antara lain: 
1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat 

di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; 

2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau 
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan 

sekali pakai. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” 
adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang 
yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan 
terlebih dahulu. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” 
adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai 
dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda 
dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang 
masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses 
pengolahan terlebih dahulu. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

Pasal 16 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan 
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan 
jenis.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan 
mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah 
ke TPS atau TPS 3R. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan 
membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau 
TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak 
bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan 
mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah 
sampah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah 
kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil 
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 
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Pasal 17 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah 
bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, 
pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, 
perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah 
kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang 
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan 
industri yang telah memiliki izin usaha kawasan 
industri. 

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah 
wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk 
kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, 
kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan 
industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. 

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, 
terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan 
laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian 
kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, 
rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. 

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang 
tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara 
lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah 
sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan 
pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan 
pusat kegiatan olahraga.  
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